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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 35 TAHUN 2017 

TENTANG 

PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN 

KEMENTERIAN KESEHATAN 

 

DENGAN  RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih 

dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme perlu 

ditingkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui 

kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara (LHKPN) aparatur sipil negara di 

lingkungan Kementerian Kesehatan; 

b. bahwa pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara 

sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri 

Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/165/2015 tentang 

Kewajiban Melaporkan Harta Kekayaan bagi 

Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di 

Lingkungan Kementerian Kesehatan perlu disesuaikan 

dengan perkembangan hukum; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelaporan Harta 

Kekayaan bagi Penyelenggara Negara di Lingkungan 

Kementerian Kesehatan 
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Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak 

Pidana Suap (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1980 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3178); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5607); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

6. Undang-Undang 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5607); 

7. Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 
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8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 59); 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1508); 

10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 

Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, 

Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 985); 

11. Keputusan Menteri Kesehatan  Nomor 

HK.02.02/MENKES/165/2015 tentang Kewajiban 

Melaporkan Harta Kekayaan bagi Penyelenggara Negara 

dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian 

Kesehatan; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PELAPORAN 

HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI 

LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda 

bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak 

berwujud termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat 

dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara 

Negara berserta istri atau suami dan anak yang masih 

dalam tanggungan Penyelenggara Negara atau orang lain 

yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara 

memangku jabatan. 

2. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang 

selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta 

kekayaan penyelenggara negara beserta pasangan dan 

anak yang masih menjadi tanggungan yang dituangkan di 
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